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PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT,  tempat tanggal lahir Sukabumi, 14 Desember 1987 (umur 36

tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Mengurus

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Babakan,  RT.003,

RW.012, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota

Sukabumi,  Sukakarya,  Warudoyong,  Kota  Sukabumi,  Jawa

Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 02 April  1971 (umur 53 tahun),

agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Pekerja  Lepas,

tempat  kediaman  di  (Bp.  Dadang  Jaeni)  Jl.  Cemerlang  Kp.

Kubang  RT  03  RW  04  Kelurahan  Sukakarya  Kecamatan

Warudoyong Kota Sukabumi, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal

03 Desember  2024 dengan register  perkara  Nomor  852/Pdt.G/2024/PA.Smi,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan

pada  hari  Ahad,  tanggal  16  Maret  2008,  dihadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi,
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/14/III/2008, tanggal 17 Maret

2008;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal

dan  berumah  tangga  berpindah-pindah  dan  terakhir  berumah  tangga  di

kediaman  oranng  tua  Tergugat  yang  beralamat  di  Babakan,  RT.001,

RW.012, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;  

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana

layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini

pada pengasuhan Penggugat, yaitu;  

4. ANAK  ,  laki-laki,  lahir  di  Sukabumi,  pada  tanggal  08  Februari  2008,

pendidikan SLTP;  

5. ANAK  ,  laki-laki,  lahir di  Sukabumi, pada tanggal 10 November 2016,

pendidikan SD;  

6. Bahwa Pada  mulanya  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 ketentraman

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan

antara lain: 

a. Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang tempramental

kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah

tangga baik secara verbal maupun fisik kepada Penggugat dan hal itu

membuat Penggugat menjadi ketakutan dan trauma;  

b. Tergugat  kurang  bertanggungjawab  masalah  ekonomi  terhadap

Penggugat semenjak pisah rumah;  

7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada September

2024 Tergugat menjatuhkan talak secara lisan. Semenjak saat itu antara

Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak

melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 3

 (tiga) bulan;  

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi;  

9. Bahwa  sudah  jelas  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada
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Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);  

10. Bahwa terhadap gugatan perceraian ini,  dengan Tergugat yang

saat  ini  bekerja  sebagai  Pekerja  Lepas  dengan  penghasilan  gaji  tidak

kurang  dari  Rp2.400.000,-  (dua  juta  empat  ratus  ribu  rupiah)  setiap

bulannya, oleh karenanya Penggugat memohon agar ditetapkan:

Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp800.000,- (delapan ratus

ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sebagaimana  tersebut  di  atas  Penggugat  merasa  tidak  mampu  lagi

membina  dan  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat.

Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin

lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak Ketua Pengadilan  Agama Sukabumi  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  dari  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat  berupa:

Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp800.000,- (dua ratus ribu

rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 

4. Biaya perkara menurut hukum;  

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut

oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Agama Sukabumi sesuai  dengan relaas

panggilan  Nomor  852/Pdt.G/2024/PA.Smi,  serta  tidak  terbukti

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  perkara  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK

3202325412870002 yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi,  tanggal  15  September  2023.  Bukti

surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim, dicocokkan dengan

aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi

kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  84/14/III/2008  yang

dikeluarkan  dari  KUA  Kecamatan  Sukabumi Kabupaten  Sukabumi

Provinsi Jawa Barat, tanggal 17 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Jamaludin  bin  Usman  Tari,  umur  45  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KP.

Selabintana  RT  002  RW  010  Kelurahan  Perbawati  Kecamatan

Sukabumi Kabupaten  Sukabumi,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zenal Arifin; 

 Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di  kediaman  orang  tua  Tergugat  yang  beralamat  di
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Babakan,  RT.001,  RW.012,  Kelurahan  Sukakarya  Kecamatan

Warudoyong, Kota Sukabumi; 

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun  dan  harmonis,  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang

bernama ANAK  yang saat ini berusia 16 tahun dan ANAK  berusia 8

tahun, kemudian sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu mulai tidak rukun

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  Tergugat  melakukan  kekerasan

dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dengan  mencekik  dan  memukul

Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan secara

verbal terhadap Penggugat; 

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada

bulan September 2024, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal

hingga sekarang; 

 Bahwa  setelah  pisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan

kewajiban sebagai suami istri; 

 Bahwa  Tergugat  bekerja  sebagai  buruh  harian  lepas  dengan

penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari; 

 Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu

upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. Reni Herliani binti  Usman Turi,  umur 28 tahun, agama Islam,

pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal  di  KP.  Selabintana  RT  002  RW  010  Kelurahan  Perbawati

Kecamatan  Sukabumi Kabupaten  Sukabumi,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zenal Arifin; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah,  tinggal

bersama  di  kediaman  orang  tua  Tergugat  yang  beralamat  di
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Babakan,  RT.001, RW.012,  Kelurahan  Sukakarya  Kecamatan

Warudoyong, Kota Sukabumi; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK  dan ANAK

kedua anak tersebut masih dibawah umur masih usia sekolah dan

saat ini diasuh oleh Penggugat; 

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu

mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus; 

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa penyebab  perselisihan  dalam rumah tangga  Penggugat

dan Tergugat adalah Tergugat diketahui sering melakukan kekerasan

secara  fisik  dan  secara  verbal  kepada  Penggugat,  Tergugat  juga

tidak  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  Penggugat  dan  anak

Penggugat dengan Tergugat; 

 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada

bulan September 2024, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal

hingga sekarang; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi

bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri; 

 Bahwa  sudah  ada  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak

akan  mengajukan  pertanyaan  apapun  dan  menerima  serta membenarkan,

sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  segala  hal

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat  agar  mau  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dan  kembali

membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  pada  tahapan  perdamaian,  Majelis  Hakim telah

berusaha menasehati  Penggugat agar dapat kembali rukun dengan  Tergugat,

upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian  Majelis

Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud  Pasal 130 HIR

jo.  Pasal  65,  Pasal  82  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara   semua

sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh

kedua  belah  pihak,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  17  ayat  1  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di

persidangan, namun  Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan

sebagaimana  amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016

tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam, diantaranya bidang perkawinan;  
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka

8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti  P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang

telah bermeterai cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  identitas  Penggugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165

HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  hubungan hukum  Penggugat

dengan  Tergugat, sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil,  serta  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1  dan P.2, Penggugat telah

memenuhi  asas  personalitas  Keislaman  mengajukan  gugatan mengenai

sengketa  bidang  perkawinan,  maka  dengan  demikian  perkara  a  quo yang

diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok  perkara,

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan

hukum  dengan  Tergugat sehingga  Penggugat berkualitas  sebagai  legitima

persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat mendalilkan,  Tergugat adalah  suami

Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

KUA serta  Penggugat mempunyai  kehendak  untuk  bercerai  dari  Tergugat,

sehingga  Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

terbukti bahwa  Penggugat dan  Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti
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mempunyai  hubungan  hukum  dengan  Tergugat karena  adanya  perkawinan

yang  sah,  maka  demi  hukum  pihak  Penggugat adalah  pihak  yang

berkepentingan  dan  berkualitas  sebagai  pihak  yang  mengajukan  perkara

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari  rangkaian  posita  gugatan Penggugat, Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada  ketentuan Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya  perselisihan yang terus menerus yang

sulit  untuk  dirukunkan  lagi  dan  alasan  tersebut  secara  formal  gugatan

Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa  dari  penyebab  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan sejak bulan September

2024  antara  Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama  3 (tiga)

bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  Penggugat tersebut di atas,

maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan

pertengkaran seperti  apa dalam rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat

sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata  Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  dan

ketidakhadiran  Tergugat tersebut  tidak  ternyata  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun   gugatan Penggugat  dapat dikabulkan

dengan  verstek,  akan  tetapi  oleh  karena  perkara  ini  berkaitan  dengan

perceraian  (personal recht)  dan  harus ada cukup alasan bahwa antara suami

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada  Penggugat

tetap  dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jis. Pasal 163 HIR;
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Menimbang, bahwa  alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

adalah didasarkan atas  terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam  jis. Pasal  76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Majelis  Hakim perlu  mendengar kesaksian keluarga atau  orang-orang

yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  dimaksud,  Majelis

Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat  Penggugat, masing-

masing bernama   Jamaludin bin Usman Tari  dan   Reni Herliani binti  Usman

Turi;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat di

persidangan,  yaitu  saksi  1  dan  saksi  2,  mempunyai  hubungan  keluarga

kedekatan dengan  Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76

UU No. 7 Tahun 1989  jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  terjadinya  pisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat

kurang  lebih  selama  3  (tiga)  bulan dan  Tergugat  sudah  tidak  saling

memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri /

dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  mengenai  ketidakperdulian  Penggugat  serta  tidak  adanya

komunikasi  selama  kurang  lebih  selama  3  (tiga)  bulan,  semua  keterangan

yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain ( link and

match) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal

172 HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.1,  P.2  ditambah  saksi-saksi

Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada  tanggal  16  Maret  2008,  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang anak  yang

bernama ANAK  dan ANAK  yang masih dibawah umur dan saat ini berada

dalam asuhan Penggugat; 

2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis; 

3. Bahwa sejak bulan April  2024 mulai  terjadi  perselisihan dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan; 

4. Bahwa  penyebab  perselisihan  tersebut  adalah  karena  Tergugat

terindikasi  melakukan  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  baik

secara verbal maupun secara fisik; 

5. Bahwa  puncak  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  mengakibatkan antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah pisah

rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan; 

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami istri; 

7. Bahwa  pihak  keluarga  dan  orang  dekat  sudah  berupaya  untuk

mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  tersebut,  Majelis  Hakim telah

menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;  

2. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

sah; 

3. Bahwa dalam perjalannyan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus; 

4. Bahwa  puncak  perselisihan  terus  menerus  tersebut  mengakibatkan

pisah  rumah  serta  tidak  saling  memperdulikan  dan  saling  tidak

menghiraukan satu sama lain;  

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  
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6. Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami

pernikahan  dan  hakekat  kebersamaan,  membuat  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga sudah

tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt); 

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan

Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan  dengan

pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara

Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil

syar’i, sebagai berikut:

1.
Surat Ar-Rum, ayat 21: 

نكَمُ مّودَةّٗ َ ََلَ ب إلهَاَ وجََعَ كنُوُآْ إ َ وجَٰٗا لتّ َ ُ أ ك َ خَلقََ لكَمُ مّ أنَفُسإ إهإ أ يۡومَإ ءَايتَٰ يۡ سۡ زۡ مۡ نۡ نۡ ۦٓ نۡ
َََكَ إَ إنّ فإي ذلَٰ مَ إ ةًۚورََ حۡ
َٰ لقَّ يتَفَكَرُّونَ وۡمٖلَيٓ تٖ

Terjemahnya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,

Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

ولضرار  لضرر
Terjemahnya: Janganlah  kamu  berbuat  mudarat  (kerusakan)  dan  jangan

pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;
قد اختار الإسلم نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجيففة ولم ينفففع

فيه نصح ول صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن

الإستمرار معنففاه أأن يحكم على أحففد الففزوجين بالسففجن المؤبففد. و هففذا

تأباه روح العدالة.                                    
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Terjemahnya: Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan
rumah  tangga  telah  goncang  serta  sudah  dianggap  tidak
bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan
suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan
berarti  menghukum salah  satu  pihak  dengan  penjara  yang
berkepanjangan.  Hal  itu  berarti  tindakan yang bertentangan
dengan rasa keadilan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga

Penggugat dan Tergugat (broken marriage) Majelis Hakim berpendapat, kondisi

tersebut  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  pertimbangan  syar’i

huruf  a,  dan  kondisi  tersebut  bagi  salah  satu  pihak  telah  memenuhi  unsur

pertimbangan  syar’i  huruf  b,  serta  pengajuan  perceraian  dibenarkan

berdasarkan pertimbangan syar’i huruf c;

Menimbang,  bahwa  Penggugat tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat

meskipun telah diberikan nasihat  dalam persidangan serta pernah dinasihati

oleh  orang  terdekat,  sehingga  keinginan  perceraian  itu  secara  psikologis

menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan

Tergugat tidak  pernah  kembali  satu  rumah dan  bertengkar  secara  terus

menerus, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan

sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  aturan  mengenai  perceraian  hanya

dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974  juncto Pasal  115 KHI)  dan perceraian  harus

memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan

di  Indonesia  dan  di  antaranya  berdasarkan Pasal  39  ayat  (2)  beserta

Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974  junctis Pasal 19 huruf (f) PP

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai  kondisi  rumah tangga

Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator broken marriage (pecah rumah

tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil  Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama

Tahun  2013  yang  diberlakukan  dengan  SEMA Nomor  4  Tahun  2014  yaitu;

a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi

yang  baik  antara  suami  istri,  c.salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak
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meninggalkan  kewajibannya  sebagai  suami  istri,  d.  telah  terjadi  pisah

ranjang/tempat  tinggal  bersama  dan  e.hal-hal  lain  yang  ditemukan  dalam

persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  telah  terbukti  Tergugat

terindikasi melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik secara

verbal  maupun  kekerasa fisik kepada  Penggugat,  sehingga  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  Tergugat  telah  melanggar  pasal  5  huruf  a,  Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Nomor  3  Tahun 2023  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Rapat  Pleno Kamar

Mahkamah  Agung  Tahun  2023  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi

Pengadilan  yang  menyebutkan  bahwa:”Perkara  perceraian  dengan  alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti

suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  diikuti  dengan  telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta

hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang,  bahwa  meskipun  perpisahan  tempat  tinggal  antara

Penggugat dan Tergugat belum genap 6 (enam) bulan, namun telah terbukti

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terindikasi

adanya  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  yang  dilakukan  oleh

Tergugat  terhadap  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  menilai  fakta  hukum

tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam  juncto Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  maka  alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah

memenuhi  ketentuan Pasal  19 huruf  (d) dan huruf  (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (d), dan huruf (f) Kompilasi Hukum
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Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan

Tergugat telah  memiliki  cukup  alasan,  maka  gugatan  Penggugat patut

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sugra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan atas nafkah

untuk  anak Penggugat  dan Tergugat  sebesar  Rp800.000,-  (dua juta  rupiah)

setiap  bulannya,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya

sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan

tentang perceraian;

Menimbang,  Majelis  Hakim  perlu  mendeskripsikan  kerangka  teori

mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12)

dan Pasal  13  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014,

ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi

Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

jawab  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang,  bahwa dalam kitab  al-Mughni,  yang diambil  alih  menjadi

pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ل        ,         الذّإينَ الطَفَْالإ أوَلْدإهإ نفََقةََ المَْرْءإ علَىَ أنَّ علَىَ إ العْإلمْ أهَلْإ منْ عنَهُْ نحَْفَظُ مَنْ كلُّ وأَجَْمَعَ

هإ  .     ,    ,        نفَْسإ علَىَ ينُفْإقَ أنَْ يجَإبُعلَيَهْإ فكَمََا إدإهإ واَل بعَضُْ وهَوَُ بعَضُْهُ إنسَْانإ ال ولَدََ ولَنَّ لهَمُْ مَالَ

وأَصَْلإه     بعَضْإهإ علَىَ إكَ كذَلَ إهإ وأَهَلْ

Artinya: “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib

menanggung  nafkah  anak-anaknya  yang  masih  kecil,  yang  tidak

memiliki  harta.  Karena  anak  seseorang  adalah  darah  dagingnya,  dia
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bagian  dari orangtuanya.  Sebagaimana  dia  berkewajiban  memberi

nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi

nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah

dipertimbangkan  sebelumnya,  ditemukan  fakta  bahwa  anak  Penggugat  dan

Tergugat  ANAK   dan  ANAK   belumlah  dewasa,  sehingga  masih  melekat

kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah

kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Penggugat

telah mengajukan bukti saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat bekerja

sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp80.000 (delapan puluh ribu

rupiah) setiap hari;

Menimbang,  bahwa  dengan  mempertimbangkan  pekerjaan  dan

Penghasilan Tergugat , tuntutan Penggugat terkait nafkah anak tersebut dapat

dikabulkan,  sehingga  Majelis  Hakim  menetapkan  dan  Menghukum Tergugat

untuk  membayar  nafkah  anak  yang  bernama  ANAK  dan  ANAK   sejumlah

Rp800.000,-  (delapan  ratus  ribu  rupiah)  setiap bulan  hingga  anak  tersebut

dewasa atau  berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua

yang mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai  Pedoman

Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  nafkah  anak  yang  ditetapkan  dalam

sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya,

Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar

nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang,  bahwa  untuk  menjaga  agar  nafkah  anak  tersebut  tidak

defisit  akibat  merosotnya  nilai  uang  karena  banyaknya  dan  cepatnya  uang

beredar  yang  mengakibatkan  naiknya  harga-harga  barang  (inflasi),  maka

Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk  menaikkan  nominal  nafkah  anak

tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  a  quo dilaksanakan  secara

verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor

7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan

mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat  segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain

yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);   

4. Menghukum kepada Tergugat  untuk  memberikan  nafkah untuk  kedua

anak yang bernama ANAK  dan ANAK , melalui Penggugat setiap bulannya

sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10%

setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut

dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dapat hidup mandiri; 

5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sukabumi  pada  hari   Rabu  tanggal  18  Desember  2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Zaenal

Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti

Arafiah,  S.Sy.,  M.Si.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  ini

diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri  oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
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Nisa  Ikhlasiyah,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota 

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp. 30.000,00

-  Proses : Rp. 100.000,00

-  Panggilan : Rp. 56.000,00

-  PNBP : Rp. 20.000,00

-  Redaksi : Rp. 10.000,00

-  Meterai : Rp  .             10.000,00  

J u m l a h : Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18


